
%ALIKOTA MATA~~ M
PROVINSI NUSA TENGGA~ HA ~ T

PE~TUR N W ALIKOTA MATAMM
NOMOR ' 31 TAHUN 2Q16

TENTANG
PEI30MAN PEMAN7AUAN 7INI3AK LANJUT ~ S I I P E M ERIKSAAN BAI3AN

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D~ APAR T

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

8.. bahwa dal am ran gk a terti ' b pela k sanaan
p em~taua n Lapo ra n Hasi l Peme~ saa n
diperlukan suatu pcdoman operasional yang dapat
m ewujudkan kebc r hasil ~ atas pem~ taua n
' tlndak lanju t laporan h8.s11 peme~ s a Rf l ;

b. bWw a bcr dRsarkan p c r t imbangan s e ba g~ ana
djmaksud h u ru f 8 . , perlu m e neta.pkan Pcraturan
Wali.kota Matmam t entang Pedoman Pemantauan
Tindak Lanj u t Hasi l Pem er i k sean Badan
PemerikSa K e u angan R e p ub l i k Ind o nesia I 3 an
Aparat Pcngaw'Rsan In tern Pcmcr lx1tah

Undang-Undang Nomor 4 Tah u n 19 9 3 t e n ~ g
Pcmbcntukan Kot a madya Dac r a h Ting ka t l l
Mataram (Lembaran N egara. Republik I n d onesia,
Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 3531)

2. Undang-Und~ g N o mor 2 8 7a h u n 1 9 9 9 t e n ~ g
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
R cpubllk In d o x1cslR T a h u n 19 99 N' on 1o r I. 38 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik I n d onesia
Nomor 3851);

3 . Undang-Undang Nomor 1 7 T a hu n 2 0 0 3 t e n tang
Keuangan N egars ( L embaran N e gara R e publ ik
Indonesia Tahurl 2003 N o m or 47„ 7am bahan

Lernbaran Neg8ra. Republik Indonesia Nomor 4286);



5.

8.

7.

4 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentsng
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 5 T ahun 2 004 t entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggungjawab
Keuangan N egara ( Lembaran N egara R epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 3 3 T ahun 2 004 t entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dsn P emerintahan Da erah (Lembaran N agara
Republik In donesia T ahu n 20 0 4 N omor 1 2 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 1 2 T ahun 2 0 11 tentang
Pembentukan Pe raturan Pe r undang-Undangan
(Lembarsn Negara Republik Indonesia Tshun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 2 3 T ahun 2 014 t entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 0 14 N omor 2 24 , T ambahan
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5587)
sebagaimana telah d iubah heber pa kal i t erakhir
dengan U ndang-Undang Nomor 9 Ta hu n 2 0 15
tentang Perubahan Kedua a tas U ndang-Undang
Nomor 23 Ta hu n 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan P emerintah N omor 58 Ta hun 20 05
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 4578);

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan P emerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tsmbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 4593);

11. Peraturan P emerintah N omor 60 Ta hu n 20 08
tentang Sistern Pengendalian I n tern Pemerintah
(Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan P emerintah N omor 79 Ta hu n 20 05



12. Peraturan P emerintah N omor 53 Ta hun 20 10
tentang Disiplin Pegawai Negeri S ipi l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 5135);

13.Peraturan Men ter i Ne gara Pe ndayagunaan
Aparatur Negara Nomor 9 T ahun 2009 tentang
Pedomsn Um um Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Pe laporan Tindak La nju t Hasil
Pengawasan Fungsional;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedomsn Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Deism Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
a tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 20 0 6 te n tang P edoman Pengelolaan
Keuangan Da erah (Berita Nagara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1 5.Peraturan Baden Pemeriksa Keuangan Nomor 2
Tahun 2 0 10 t entsng Pemantauan Pelaksanaan
Tindak La nju t Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92)

16.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
(Lembaran D aerah K ota M ataram T ahun 2 008
Nomor 2 Seri D);

17.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunsn Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah
Kota M ataram T ahun 2 008 N omor 3 Ser i D)
sebagaimana te lah di ubsh dengan P eraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan K edua a tas Peraturan D aerah K ota
Mataram No mor 5 Tah u n 2008 te n tang
Pembentukan Su sunan Or ganisasi Pe rangkat
Daerah K ota M atarsm (Lembarsn D aerah K ota
Mataram Tahun 2013 Nomor I Seri D);



MEMUTUSKAN:

PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PEDO M AN
PEMANTAUAN TIN DAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PE M ERIKSA
KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Daerah adalah Kota Mataram.

Deism Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik I ndonesia

yang selanjutnya disingkat BPK RI ada!ah lembaga
Negara ya ng be r tugas unt u k mel akukan
pemeriksaan ates pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana dimaksud deism
Undang-Undang Nomor 1 5 T ahun 2 004 t entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara p emerintah daerah ya ng
memimpin pelaksanaan u rusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.
6. I nspektur adalah Inspektur Kota Mataram
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
8. Baden Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjunya disingkat BPKAD adalah Baden Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Matsram.

9. Baden Kepegawaian Da erah yan g s e lanjutnya
disingkat BKD adalsh Baden Kepegawaian Daerah

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan K erja Perangkat
Daerah di Pemerintah Kota Mataram.

Kota Matsram.



1 1. Aparat Pengawasan I n t ern Pemerintah ya n g
selanjutnya d isingkat APIP adalah l embaga/unit
kerja di lin gkungan I nstansi Pemerintah y ang
mempunyai tuga s dan fun gs i me lakukan
pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan
pemerintah m elalui k egiatan p emeriksaan/audit,
r eviu, p emantauan, as istensi , ko nsultasi da n
sosialisasi y ang t erdir i dar i B aden Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal
Kementerian, Inspektorat Utama lnspektorat LPND,
Inspektorat dan Per bendaharaan Mab es
T NI/Angkatan, In spektorat P engawasan Um u m
Kepolisisn RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantausn dan k egiatan
pengawasan lain t erhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi deism r angka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
d itetapkan s ecara e fekti f dan ef isien un t uk
kepentingan p i mpinan d e ism m ewujudkan t a ta
kelola pemerintahan yang baik.

13. Pemeriksaan R eguler a dalah p engawasan y ang
dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) .

14. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang
dilakukan oleh masyarakat baik y ang d i laporkan
secara l angsung/t idak l angsung maupun melalui
media cetak/elektronik.

15. Pemeriksaan Pengadusn Masyarakat adalah proses
identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukt i
yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional b erdasarkan s t andar yan g b erlaku
untuk me ncar i ke benaran ata s pe ngadusn
masyarakat yang i s inya m engandung i n formasi
atau ad anya in d ikasi t erjadinya penyimpangan
atau penyalahgunaan wewenang yang d i lakukan
oleh ap aratu r Negara ya n g me ngakibatkan
kerugian m asyarakat da n / atau Negara de ism
rangka penyelenggaraan pemerintahan.



16. Kasus ad alah te muan at a u ba gian te muan
pengawasan ya n g be r indikasi ad anya t i ndak
pelanggaran.

17. Laporan Ha si l P emeriksaan ya n g se lanjutnya
disingkat L H P a dalah lap o ran y an g memuat
seluruh h asil pemeriksaan berupa data t emuan,
simpulan hasil pemer iksaan dan
saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap
dan f inal setelah d i tanggapi oleh Pimpinan Un it
Instansi yang diperiksa (auditi).

18. Temuan adalah k eadaan/fakta/bukt i y ang t idak
sesuai d engan ketentuan p eraturan p erundang­
undangan dan pal in g kur an g memi l iki
saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum
dalam LHP.

1 9. Saran/Rekomendasi ada lah sara n dar i
p emeriksa/pengawas ber dasarkan bas i l
pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan
kepada orang dsn/atau baden yang berwenang
untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
d isingkat TLH P ad alah t in dak la n ju t ya n g
dil~ oleh p ejabat yang berwenang deism
rangka melaksanakan saran/rekomendasi basil
pengawasan pemeriksaan.

21. Pemantauan TLHP adslah rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan s ecara sis temati s untu k
menentukan bahwa pejabat telah melakssnakan
saran rekomendasi basil pemeriksaan/pengawasan
deism tenggang waktu yang telah ditentukan.

22. Tuntutan P erbendahaan, yang selanjutnya
disingkat TP adalah suatu t ata cara perhitungan
terhadap Bendshara, j ik a d eism p engurusannya
terdapat ke kursngan pe rbendaharaan, kepada
bendahara yang ber sangkutan dih aruskan
mengganti kerugian.

23. Tuntutan Gant i Rugi, yang selanjutnya disingkat
TGR, a dalah s u atu pr oses t u n tutan te rhadap
pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan
pihak m anapun dengan tujuan m enuntut
penggantian kerugian yang dsebabkan oleh
perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehinggabaik
secara l angsung a tau t i dak langsung D aerah
menderita kerugian.

24. Rapat Koo rdinasi ada la h rap a t yang
diselenggarakan deism rangka pelaksanaan TLHP.



25. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang
selanjutnya d i singkat Tim TPKN/ D a dalah para
p ejabat yan g s ecara e x -officio di tunjuk da n
ditetapkan Walikota sesuai dengan t u gas pokok
dan fu ngsinya un tu k menyelesaikan k erugian
daerah.

26. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman T LHP sebagai
acuan hagi Pem erintah Dae ra h dal am
menindaklanjut i temuan h asi l pemeriksaan BPK RI
dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar t indak lanjut
temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien d a n a kuntabel,
meliputi ko ordinasi pe rencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan.

Pasal 4

Rusng l in ~ p Pe doman TLH P ini me ncakup
perencsnaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan TLHP BPK Rl dan APIP, meliputi :
a. pemeriksaan keuangan;
b. pemeriksaan kinerja; dan
c. pemeriksasn dengsn tujuan tertentu.

BAB III

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

(I) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung
jawab sesuai dengan kewensngsnnya.

(2) Pejabat y an g b ertanggung j awab s ebagaimana
dimaksud pada ayat (I ) menyerahkan LHP kepada
pejabat yang diperiksa untuk melakukan t indakan
dan/atau p erbaikan sesuai saran/ r ekomendasi
yang tercantum dalam LHP.



Pasal 6

(1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan
yang b ersifat p elanggaran d isiplin pe gawai dan
rekomendasinya ber sifa t pen genaan san k si
administratif disampaikan kepada BKD.

(2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan
yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban
actor kepada Negara/Daerah men galami
k esulitasn/hambatan de ism me laksanakan TL H P
disampaikan kepada Majelis TPTGR.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

menerima LHP.

(1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
TLHP wajib mengkaji temuan basil pemeriksaan dan
membuat Rencana Aksi Penyelesaian, sebagai tindak
lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, setelah

(2) Semua t emuan basi l p emeriksaan ( LHP) w aj ib
ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit
kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab
ketpatan.

(3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

a . atasan la ngsung dan / atau pe jabat yan g
berwenang dan bertanggung jawab apabila
saran/rekomendasi yang d iberikan m erupakan
tindakan ad m inistrati f lcepegawaian se suai
dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam
LHP;

b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam
s aran ata u reko mend as i pengawa san
pemeriksaan apabila saran a tau r ekomendasi
menyangkut t i ndakan p erbaikan a dministrasi
pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau

c. pejabat lain yang berkompeten deism kegiatan
yang d iperiksa apabila saran/ rekomendasirnya
merupakan tindakan yang substansinya harus
dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/ instansi
lain yang berwenang atau pihak instansi di luar
instansi pemerintah.

TLHP adalah :



Pasal 8

I nspektorat wa j i b me lakukan pe mantauan at a s
pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh SKPD.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT
SKPD

Bagian Kesatu
TLHP BPK RI

Pasal 9

Mekanisme pelakssnasn TLHP BPK RI adalsh sebagai
berikut:

a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
hasil pemeriksaan setelah basil pemeriksaan
diterima;

b. Tindak l anju t a tas r ekomendasi sebagaimana
d imaksud hur u f a be r upa j a waban at au
penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut .

c . Tindak lanju t sebagaimana d imaksud hu ruf b
wajib di sampaikan kepada B P K RI dengan
t embusan kepada Inspektur p a ling l smbat 6 0
(enam pu luh ) ha r i se telah la poran ba s i l
pemeriksaan diterima;

d. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud
huruf c di lampiri d engan p edoman b ukti
pendukung;

e. Tata cars penyampaian perkembangan
pelaksanaan TLHP BPK RI berpedomsn sesuai
ketentuan peratursn perundang-undangan.

Bagian Kedua

Inspektorat Provinsi
TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/

Pasal 10

Mekanisme penyelesaian TLHP APIP
BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat
Provinsi adalah sebagai berikut:

a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan
TLHP be rkewajiban unt uk mel aksanakan
s aran/rekomendasi se suai de ngan ya n g
tercantum d eism L H P APIP BPKP/Inspektorat
Jenderal Kementerian / Inspektorat Pr ovinsi
paling lsmbat 60 (enam puluh) hari sejak LHP
diterima;



b . dokumen/bukt i pel aksanaan TLHP API P
BPKP/Inspektorat Jen dera l Kem enterian/
Inspektorat Provinsi d isampaikan o leh K epala
SKPD kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal
Kementerian/ Inspektorat Pro vins i den gan
tembusan kepada Inspektur;

c . tata car a penyampaian pe rkembangan da n
klarifikasi pe laksanaan TLH P API P BP KP/
Inspektorat Je nderal Kementerian/ Inspektorat
Provinsi m engacu p ada ketentuan yang diatur
oleh BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/
Inspektorat Provinsi.

Bagisn Ketiga
TLHP Inspektorat

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah
sebagai berikut:

a. setiap t emuan d a n s a ran/ rekomendasi h asil
pengawasan/ pe meriksaan Inspektorat di
l ingkungan P emerintah K ot a M ataram wa j ib
ditindaklanjut i ole h Kepala SK P D dan
pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP
diterima oleh SKPD yang bersangkutan;

b. t indak l anju t a t as r ekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a jawaban atau penjelasan
atas pelaksanaan tindak lsnjut ;

c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud
pads huruf b d i lampiri dengan pedoman bukti
pendukung;

d. dokumen/bukti penyelesaian TLHP
Reguler/Pengaduan Mas yarakat waj i b
disampaikan oleh Kepala S KPD kepada
Inspektorat d a n t embusannya d ik irim k epada
Wakil Walikota.

BAB VI
PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

(I) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah
wajib mel akukan pem antauan/monitoring
pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah.



(2) Untuk m em udahkan pem antauan TL HP,
Inspektorat Kota Mataram wajib
mengadministrasikan dengan ba i k da n te r t ib
seluruh tem ua n dan rek omendasi bas i l
pemeriksaan.

(3) Inspektur wa j i b me lakulom pe nelitian da n
penilaian atas dokumen bukt i pelaksanaan TLHP
sebagaimana d imaksud deism Pasal 9 h u ru f e ,
Pasal 10 huruf b dsn Pasal 11 huruf c.

(4) Tindak l anju t d i nyatakan t u ntas a pabila t elah
dilakukan klarifikasi t indak lanju t antara Kepala
SKPD dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang
menerbitkan LHP.

Pasal 13

(1) Apabila sebagian at a u se luru h sa ran a t au
rekomendasi ti dak dapat d i t indaklanjut i d alam
jangka waktu sebagaimana d imaksud dalam Pasal
9 huruf e, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c,
Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.

(2) Alasan yang sah sebagaimana d imaksud pada
ayat (I ) meliputi kondisi'.

a. Force majeure yaitu s u atu k eadaan y ang
memaksa se bagai ak i ba t ter j adinya
peperangan, k erusuhan, r evolusi , b encana
slam, pemogokan, kebakaran dan gangguan
lainnya y ang m enyebabkan t i ndak l anjut
tidak dapat dilaksanakan.

b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam
proses peradilsn:

1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
2. Pejabat menjadi terpidana; dan
3. Objek y ang d i rekomendasikan d eism

sengketa di peradilan.
c. Saran/rekomendasi tidak dapat

d itindaklanjut i s ecara e f isien, e fekti f d an
ekonomis antara lain:

1. Perubahsn struktu r org anisasi;
dan/atau

2. Perubahan regulasi.



BAB V I I

STATUS TLHP
Pasal 14

(I) Inspektur menelaah dokumen/bukt i pe lakssnaan
TLHP un tu k me nentukan st a tus t indak lsnjut
atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.

( 2) Penelahaan d okumen/bukt i pe lakssnaan TLHP
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) d iselesaikan
paling lama I (satu) bulan sejak d iterimanya
dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 15

Inspektur bertindak sebagai koordinator t indak lanjut
antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan
BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pass! 16

Status TLHP sebagaimana d imaksud deism Pasal 15
diklasifikasikan sebagai berikut:

a. t indak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi,
apabila saran/rekomendasi dalam LH P te l ah
ditindaklanjut i d s n d i setuju i o leh p ihak y ang
menerbitkan LHP;

b. t indak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi,
apabila saran/ rekomendasi t elah d i laksanaksn
dengan memberikan dokumen/bukti pendukung
tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak
yang menerbitkan LHP;

c. rekomendasi be lu m dit indaklsnjuti , ap abila
saran/rekomendasi b e lum di laksanakan o l eh
pejabat yang bertanggung jawab;

d. rekomendasi t idak dapat dit indaklanjuti , apabila
saran/rekomendasi ter nyata men gandung
kelemahan sehingga t idak dapat d i t indaklanjuti
dengan p ersetujuan pi hak y ang m enerbitkan
LHP.

12



BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

( I) Inspektur wa j i b me l ~ inve ntarisasl da t a
untuk j enis temuan yang saran/ r ekomendasinya
b ersifat pe ngenaan sa nks i ad m inistrati f da r i
Walikota dan jenis temuan yang bersifat ke rugian
Nagara/Daerah a tau kewajiban a ctor kepada
Negara/Daerah.

(2) Inspektur w aj i b m enyampaikan laporan h asil
pemantauan/ monitoring pelaksanaan t indak lsnjut
hasil p engawasan/ pemeriksaan BPK RI dan APIP
kepada Wakil Walikota.

(3) Inspektur wa j i b menyimpan dok umen/bukti
pelaksanaan T LHP paling s ingkat d a lam j angka
waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX

RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

(1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara
periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk
membahas pelakssnaan TLHP APIP pads SKPD di
lingkungan P emerintsh Da erah ds n ma salah
pengawasan l a innya yan g di anggap p enting
dalam kefdatsn Pemerintshan Daerah.

(2) Rapat koordinasi pe ngawasan se bagaimana
dimaksud pada a ya t ( I ) d i pimpin o leh W aldl
Walikota.

Pasal 19

(I) Kepala BKD me nyiapkan do kumen/bukti
pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat ( I ) dan d isampaikan kepada
Wakil Walikota melalui Inspektur paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat
koordinasi pengawasan.

(2) Kepala BPKAD Kota M ataram selaku Sekretaris
Majelis TP TGR me nyiapkan dok umen/bukti
pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada
Wakil Walikota melalui Inspektur paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat
koordinasi pengawasan.



B~ X
~E NT UAN PENUTUP

Pasal 2O

P % 1 be l~ p d ~ ' d,

a gar Sgt j aipi orang ~ipse,ggt ahu)@+a> acro'.crj.g,~ gjQ

pCI1~ C I R DgRH P Cra tu r RTL W~ G ta i l l li Clt.IlgKQ p CIMropa ~ p a

dal~ Berne Daerah Kola 54atar~ .

Difetapkan di. Ma~ ~

Pa ida
~W A U K OTA MAYARAM,g +

DUH

DluI1d8LA+~ d l MR'Ear~
P ada t~ ~ 4 ~ m 1 2Q1 6
BE B D~~ H KO TA MAT~ M „

H. U ~ ~ UR BM D

Sa.line.n sesuai dengue.n aslinye.

K EPALA HAGIAN HUKUM ,

TTD

MANSUR SH. MH
N IP.l970 l 2 3 1 2 0 0 2 l 2 l 0 3 5


